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PERATURAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa  penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika merupakan 

permasalahan nasional yang serius karena dapat 

menyebabkan rusaknya moral bangsa;  

b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

yang bersih dari narkotika dan prekursor narkotika, 

perlu dilakukan upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
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Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Lingkungan  Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5211); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah        

Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden       

Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedelapan atas  Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 322); 

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 

Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 

Nomor 11); 

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Grand Design Badan Narkotika 

Nasional 2018-2045 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 362); 

8. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR 

NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA.  

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika adalah  program   pemerintah   dalam   

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika. 
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2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula 

atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk keperluan proses produksi produk 

antara, produk ruahan, dan produk jadi yang 

mengandung narkotika.  

4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 

selanjutnya disingkat RAN P4GN adalah rencana 

aksi nasional yang disusun oleh Pemerintah untuk 

melaksanakan program Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.  

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara ainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundangundangan.  

6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang melaksanakan 

tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu 

pengetahuan. 

7. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI. 

 

Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
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dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

di Lingkungan LIPI. 

 

Pasal 3 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

bertujuan untuk: 

a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya 

pencegahan dan penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, agar dapat terselenggara secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan 

berkelanjutan; 

b. memberikan perlindungan kepada ASN LIPI dari 

ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. membangun partisipasi ASN LIPI untuk turut serta 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan 

bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar 

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

terhadapa penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika.  
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